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ABSTRAK

UPAYA EXXONMOBIL DALAM MEMPROMOSIKAN WACANA
PENOLAKAN RATIFIKASI PROTOKOL KYOTO
OLEH AMERIKA SERIKAT

Oleh

NADIRA RAMADHIA AMARANGGANA

Permasalahan iklim merupakan isu transnasional yang telah diatur dalam perjanjian
iklim global yakni Protokol Kyoto sebagai komitmen bersama untuk mengurangi
emisi GRK negara-negara dunia khususnya negara yang tergabung dalam Annex |
dan Il. Bersamaan dengan itu Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang tergabung
dalam Annex | diketahui mengundurkan diri dari komitmen tersebut beserta adanya
bukti keterlibatan ExxonMobil dalam mempromosikan wacana penolakan ratifikasi
Protokol Kyoto terhadap pemerintah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mendeskripsikan penolakan ExxonMobil terhadap Protokol Kyoto dan
menganalisis upayanya dalam mempromosikan wacana penolakan ratifikasi
Protokol Kyoto oleh AS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan
teknik pengumpulan data studi literatur. Konsep yang digunakan di antaranya lobi
dan kampanye yang keduanya diperoleh dari teori direct influence Joseph Nye dan
teori kelompok kepentingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya
yang dilakukan ExxonMobil telah lama dilakukan. Hal itu meliputi pendanaan
aktivitas lembaga think tank dan institusi, pembentukan koalisi bersama institusi
penentang kebijakan iklim global, pemberian dukungan terhadap pemilihan
Presiden Bush serta melakukan komunikasi terhadap anggota parlemen. Sedangkan
kampanye dilakukannya melalui publikasi iklan di surat kabar AS.

Kata kunci: ExxonMobil, Wacana Penolakan, Protokol Kyoto, Amerika Serikat



ABSTRACT

THE EFFORTS OF EXXONMOBIL’S IN PROMOTING DISCOURSE
OPPOSE RATIFICATION OF THE KYOTO PROTOCOL
BY UNITED STATES

By

NADIRA RAMADHIA AMARANGGANA

Climate change is transnational issue that has been regulated in the global climate
agreement, named the Kyoto Protocol as a commitment to reduce GHG emissions
of world countries, especially countries that are members of Annex I and Il. At the
same time, United States as a member of Annex | is known has been resigned from
the commitment along with the evidence of ExxonMobil's involvement in
promoting discourse oppose ratification of the Kyoto Protocol toward the
government. The aim of this research is to describe the rejection of ExxonMobil’s
toward Kyoto Protocol and to analyze it’s efforts in promoting discourse oppose
ratification of the Kyoto Protocol by the US. This study uses qualitative approach
and literature study for it’s data collection. The concepts uses are lobbying and
campaigning which derived from Joseph Nye's direct influence theory and interest
group theory. The results of this research is that ExxonMobil's efforts have been
done for a long time. This includes funding the activities of think tanks and
institutions, forming coalitions with institutions opposed to global climate policy,
providing support for President Bush's election and conduct communication with
parliaments. While the campaign was carried out through advertisements
publication in US newspapers.

Keywords: ExxonMobil, Discourse Oppose, Kyoto Protocol, United States
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan telah lama menjadi isu fundamental yang dibahas
dalam studi hubungan internasional. Tepatnya sejak abad 19 di mana para aktor
global baik itu negara maupun non-negara turut menyuarakan perhatiannya
terhadap permasalahan lingkungan melalui pertemuan pertama UN Summit on
Human Environment di Stockholm tahun 1972, di mana dalam pertemuan tersebut
membahas mengenai pemeliharaan dan peningkatan lingkungan hidup melalui
action plan yang berisi pengendalian polusi udara dan upaya dalam mengurangi
efek dari gas rumah kaca (GRK) (From Stockholm to Kyoto: A Brief History of
Climate Change, United Nations). Tidak sampai disitu isu lingkungan terus dibahas
dalam pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh United Nations
Environment Programme (UNEP) dan World Meteorological Organization (WMO)
dalam Konferensi Perubahan Iklim pertama di Jenewa pada bulan Februari 1979
dengan membahas mengenai tingkat konsentrasi karbondioksida yang telah
meningkat (Eija, Riitta Korhola, 2014: 23). Konferensi tersebut mengawali

pembahasan isu lingkungan dalam sistem internasional, dengan ditandainya



kehadiran aktor transnasional yang juga terlibat dalam penyelesaian isu yang sudah
tidak lagi sebatas mengenai high politics?.

Permasalahan mengenai lingkungan sejalan dengan ditandainya perubahan
total emisi karbon dunia sejak tahun 1990 hingga 2020 yang menggambarkan

adanya perubahan setiap tahunnya.
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Grafik 1.1 Emisi Karbon Dunia Tahun 1990-2020
Sumber: diperoleh dari IEA Global Energy Review,
Global Energy Review: CO2 Emissions in 2020 (IEA, 2021)

Berdasarkan total emisi karbon dunia bahwasannya kenaikan tertinggi sepanjang
tahun terjadi pada tahun 2018 kemudian mengalami penurunan di tahun 2020
seiring adanya pandemi Covid-19. Perubahan total emisi karbon dunia tersebut juga
tidak lain disebabkan oleh terjadinya degradasi lingkungan pasca revolusi industri
di mana sekitar tiga perempat emisi karbon di atmosfer merupakan hasil dari
penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi, dengan negara maju sebagai
penyumbang terbesar emisi dunia (Friends of the Earth International, 2004: 7).
Dibuktikan dengan negara maju yang kehadirannya hanya mewakili seperlima dari
populasi dunia namun bertanggung jawab atas tiga perlima pemanasan global,
seperti halnya Amerika Serikat yang kurang lebih telah menghasilkan 25% emisi

karbon dari total emisi dunia, dengan penduduk yang hanya mewakili 5% dari total

1 Menurut kaum realis, high politics merupakan aktivitas politik yang berkaitan dengan isu
keamanan tradisional (peace and security), di mana pengambilan keputusan tertinggi dilakukan oleh
kepala pemerintah atau pejabat publik dengan umumnya tidak melibatkan aktor non-negara (Peter
Willetts, 2001: 15).



penduduk dunia (Friends of the Earth International, 2004: 7). Hal demikian
menunjukkan bahwa total emisi karbon dunia mengalami perubahan setiap
tahunnya yang dikarenakan oleh adanya keterlibatan negara maju sebagai

penyumbang emisi karbon seperti halnya Amerika Serikat.

Tidak hanya itu perubahan tingkat emisi dunia juga dikarenakan oleh
adanya aktivitas supply-chain? perusahaan global. Di mana selama ini perusahaan
yang bergerak di industri energi diketahui sebagai salah satu penyumbang emisi
terbesar di dunia, dibuktikan oleh data dari International Energy Agency (IEA)
yang menyebutkan bahwa sebanyak 45% emisi global berasal dari perusahaan
minyak dan gas (How The Oil And Gas Industry Can Turn Climate-Change
Ambition Into Action, Strategy & Part of the PwC Network), dengan hampir 70%
emisi karbon dunia berasal dari hasil penggunaan bahan bakar fosil (Andre
Goncalves, 2020). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kehadiran perusahaan
energi turut bertanggung jawab atas permasalahan iklim global yang dampaknya

telah dirasakan oleh masyarakat dunia selama ini.

Dampak penggunaan bahan bakar fosil dibuktikan oleh adanya pernyataan
dari para ilmuwa pada tahun 2013 bahwa konsentrasi karbondioksida di atmosfer
telah melebihi 400 ppm untuk pertama kalinya (UNICEF Office of Research, 2014:
1). Selain menyebabkan perubahan pada suhu bumi, perubahan iklim juga
berdampak terhadap kelangkaan spesies makhluk hidup, di mana menurut
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bahwa kenaikan suhu bumi
dengan rata-rata 1.5°C berpotensi memunculkan resiko kepunahan atas 20-30%
spesies makhluk hidup (The Effects of Climate Change, WWF). Tidak hanya itu,
perubahan iklim juga berdampak terhadap naiknya permukaan air laut, kelangkaan
sumber air bersih yang menyebabkan kekeringan hingga permasalahan kesehatan
dan kematian yang diakibatkan oleh gelombang panas dan penyebaran penyakit
tropis (Jonathan M. Harris, Brian Roach, Anne, Marie Codur, 2017: 15). Akibat

2 Definisi supply chain menurut jurnal Manajemen Rantai Pasokan merupakan suatu keseluruhan
aktivitas dan interaksi antar perusahaan yang berkaitan dengan proses produksi maupun distribusi
(Hari Sucahyowati, 2011: 21).



yang ditimbulkan dari perubahan iklim ini telah menjadi permasalahan
transboundary® yang membutuhkan keterlibatan seluruh aktor internasional.

Partisipasi aktor internasional dalam isu perubahan iklim kemudian
dilakukan dengan ditandainya kerjasama dalam perjanjian internasional oleh
negara-negara dunia, seperti dibentuknya United Nations Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC) pada Rio Earth Summit di Rio de Janeiro tahun
1992 yang berisi mengenai tindakan dalam mengantisipasi dan meminimalisir efek
GRK dengan mengikutsertakan negara maju sebagai pihak yang wajib
berkontribusi dalam menangani isu tersebut (Jutta Brunnee, 2008: 7). Dilanjuti
pembentukan badan pengambilan keputusan tertinggi yaitu Pertemuan Para Pihak
(COP/Conference of the Parties) yang didirikan di bawah naungan UNFCCC
dengan tujuan untuk mengulas serta menelaah jalannya proses konvensi dan
implementasi para negara pihak, pertemuan yang diselenggarakan juga turut
mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi dan memberikan saran
kepada para pihak yang tergabung dalam UNFCCC terkait pengurangan emisi
karbon (Konvensi Perubahan Iklim, Knowledge Centre Perubahan Iklim).
Pertemuan yang diadakan oleh COP sendiri dilaksanakan setahun sekali dengan
ditandainya pertemuan pertama pada COP 1 di Berlin Jerman tahun 1995 yang
membahas mengenai kemampuan negara untuk memenuhi komitmen pengurangan
emisi karbon di bawah Mandat Berlin, dilanjuti pertemuan ke dua pada COP 2 di
Jenewa yang berlangsung pada bulan Juli 1996 dengan menghasilkan Deklarasi
Jenewa yang di dalamnya berisi perjanjian mengikat terkait pengurangan emisi
GRK (Population Reference Bureau, 2000). Pertemuan para pihak terus berlanjut
pada COP 3 yang diadakan di Kyoto pada tahun 1997 dengan menghasilkan
Protokol Kyoto sebagai perjanjian internasional yang bersifat legal binding*

(Climate Action, European Commission), di dalamnya memuat komitmen untuk

3 International Law Commission (2001) mendefinisikan transboundary sebagai suatu fenomena
yang disebabkan dan terjadi di wilayah lain atau di bawah yurisdiksi negara lain dan bukan negara
asal, hal tersebut juga mengacu pada dampak yang ditimbulkan terhadap teritorial lain (International
Law Commission, 2001: 153).

4 Dalam buku berjudul A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence adalah aturan
yang secara hukum mengikat, layak untuk diadopsi dan wajib dipatuhi, serta dapat dilakukan secara
paksa terhadap pihak yang bersangkutan (Enrico Pattaro, Hubert R., Roger A. Shiner, Aleksander
P., Giovanni S., 2005: 358).



memelihara iklim global dengan target pengurangan emisi rata-rata 5% di bawah
level emisi negara-negara dunia pada tahun 1990 yang diberlakukan sejak periode
pertama tahun 2008-2012 (Population Reference Bureau, 2000). Protokol Kyoto
sendiri diresmikan pada 11 Desember 1997 yang kemudian ditandatangani pada 16
Maret 1998 dan telah diratifikasi oleh sebanyak 192 negara pada 1 November 2012
dengan komitmen yang sama yakni pengurangan emisi karbon secara kolektif,
khususnya bagi negara-negara dalam UNFCCC seperti negara industri yang
tergabung dalam Annex 1, kemudian negara maju dalam Annex 2 dan negara
berkembang yang tergabung dalam Annex 3 (Climate Change Connection, 2015).
Adapun isi dari Protokol Kyoto yakni: 1. Implementasi bersama (joint
implementation); 2. Perdagangan emisi (emission trading) dan; 3. Mekanisme
pembangunan bersih (clean development mechanism). Mandat pertama terkait
implementasi bersama tertuang dalam Protokol Kyoto Pasal 6 yang berarti bahwa
setiap negara yang tergabung dalam Annex 1 memiliki kewajiban untuk
mengurangi penggunaan emisi karbonnya begitupun untuk negara lain yang
tergabung dalam COP (Konvensi Perubahan Iklim, Knowledge Centre Perubahan
Iklim). Kemudian mandat kedua mengenai perdagangan emisi dijelaskan dalam
Pasal 17 yang di dalamnya membahas mekanisme perdagangan emisi yang
dilakukan antara negara industri dengan tujuan untuk dapat menghasilkan Assigned
Amounts Unit (AAU)®. (Konvensi Perubahan Iklim, Knowledge Centre Perubahan
Iklim). Sedangkan mandat terakhir mengenai mekanisme pembangunan bersih
yang terdapat dalam Pasal 12 berisi komitmen untuk mengurangi emisi karbon
negara maju dan berkembang melalui transfer teknologi serta peningkatan ekonomi
oleh negara maju dengan menciptakan lapangan pekerjaan di negara berkembang
guna tercapainya target penurunan emisi, begitupun bagi negara berkembang untuk
dapat mencapai tujuan utamanya terkait pembangunan berkelanjutan (CDM
Benefits, CDM). Adapun hal lainnya yang terdapat dalam Protokol Kyoto yakni
alternatif yang diberikan UNFCCC mengenai pengurangan emisi karbon setiap

negara berbeda yang disebut dengan Common but Differentiated Responsibilities

> Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Assigned Amounts Unit
(AAU) adalah tolak ukur total emisi yang dapat diproduksi oleh negara industri, dengan syarat
bahwa negara yang memiliki izin jatah emisi berlebih dapat menjualnya kepada negara industri lain
yang belum memenuhi kewajiban dalam mengurangi emisi GRK-nya (Konvensi Perubahan Iklim,
Knowledge Centre Perubahan Iklim).



(CBDR) yang terdapat dalam Pasal 10 di mana di dalamnya mengatur mengenai
estimasi tingkat pengurangan emisi karbon negara-negara industri, seperti Amerika
Serikat yang berkewajiban mengurangi emisi karbon sebanyak 7% (Jutta Brunnee,
2008: 7). Kehadiran Protokol Kyoto sebagai rezim perubahan iklim menunjukkan

bahwa permasalahan iklim penting untuk dibahas dalam tatanan global.

Namun meskipun telah adanya rezim yang mengatur pengurangan emisi
karbon, tidak membuat seluruh negara kemudian patuh terhadap perjanjian tersebut.
Pasalnya sejak pertama kalinya Protokol Kyoto diberlakukan pada 2008-2012
hingga masa pemberlakuan periode kedua tahun 2013-2020, Amerika Serikat
sebagai negara maju dalam Annex 1 yang mana memiliki kewajiban untuk
mematuhi komitmen dalam Protokol Kyoto hanya menandatangani protokol
tersebut pada 12 November 1998 dan tidak meratifikasinya (Congressional
Research Service, 2013: 4). Diperjelas dengan lahirnya resolusi Byrd-Hagel yang
disahkan lima bulan sebelum hadirnya Protokol Kyoto yakni pada bulan Juli 1997.
Di mana dalam resolusi tersebut majelis tinggi Amerika Serikat menyatakan
ketidakberpihakkannya terhadap prinsip yang tertuang dalam Protokol Kyoto

dengan adanya pernyataan bahwa:

“Amerika Serikat tidak akan menjadi bagian yang menandatangani
Protokol Kyoto yang di dalamnya berisi amanat untuk membatasi
dan mengurangi emisi gas rumah kaca bagi pihak yang tergabung
dalam Annex 1, kecuali jika protokol tersebut juga mengamanatkan
komitmen kepatuhan yang sama terhadap negara berkembang,
mengingat adanya dampak kerugian ekonomi bagi Amerika Serikat ”
(Jon Hovi, Detlef F. Sprinz, Guri Bang, 2010: 130).

Resolusi tersebut disepakati secara bersama oleh para anggota senat dengan total
perolehan suara lebih dari dua pertiga mayoritas senat, yang mana hal demikian
menunjukkan sebagian besar anggota kongres tidak mendukung Amerika Serikat
untuk meratifikasi Protokol Kyoto. Dilanjuti adanya pernyataan dari Presiden
George Walker Bush pada bulan Februari 2001 di mana menurutnya protokol
tersebut membiarkan 80% dari sumber emisi dunia yang berpusat di Cina dan India

untuk tidak berkewajiban mengurangi emisinya dan hal tersebut dianggap



merugikan perekonomian Amerika Serikat (Jon Hovi, Detlef F. Sprinz, Guri Bang,
2010: 130). Adapun alasan lain bahwa Presiden Bush menganggap belum ada
cukup bukti ilmiah yang dapat menunjukkan bahwa pemanasan global disebabkan
oleh manusia (Climate Policy Watcher, 2021). Dikarenakan alasan tersebut dan
perolehan 95% total suara dari para senat dalam pertemuan Byrd-Hagel terkait
penolakan Protokol Kyoto yang kemudian memperkuat posisi pemerintah untuk
tidak terlibat dalam ratifikasi protokol tersebut (Jon Hovi, Detlef F. Sprinz, Guri
Bang, 2010) pada 28 Maret 2001 (The Heritage Foundation, 2001). Berdasarkan
hal itu maka dapat dikatakan bahwa hasil konsensus para anggota senat dan alasan
penolakan Presiden Bush telah menjadikan Amerika Serikat sebagai negara non-

partisipan dalam Protokol Kyoto.

Di sisi lain, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling
banyak menyumbangkan emisi karbon dunia sejak abad 19 hingga 20. Dibuktikan
adanya data emisi karbon beberapa negara dunia pada tahun 1990 hingga 2018. Di
mana sepanjang tahun posisi negara penyumbang emisi karbon terbesar relatif

stagnan.
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Grafik 1.2 Emisi Karbon Beberapa Negara Dunia Tahun 1990-2018
Sumber: diperoleh dari World Resources Institute, 4 Charts Explain
Greenhouse Gas Emissions by Countries and Sectors (World Resources
Institutes, 2020)

Berdasarkan grafik bahwa emisi karbon Amerika Serikat melebihi total emisi
karbon dunia sejak dulu hingga saat ini dengan menduduki peringkat kedua setelah
Kanada. Adapun energi yang dihasilkan oleh Amerika Serikat umumnya berasal

dari penggunaan bahan bakar fosil (World Resources Institutes, 2020). Seperti



halnya pada tahun 2014, sebanyak 82% energi yang dikonsumsi di Amerika Serikat
dihasilkan melalui proses pembakaran bahan bakar fosil, sedangkan 18% nya
merupakan energi lain (Inventory of U.S: 19), dengan aktivitas terbanyak berasal
dari pemakaian elektronik dan transportasi. Dapat dilihat bahwa penolakan
Amerika Serikat atas ratifikasi Protokol Kyoto berdampingan dengan kontribusinya

selama ini terhadap pengeluaran emisi karbon dunia.

Sikap penolakan Amerika Serikat nyatanya sama dengan respon aktor non-
negara atas isu perubahan iklim yakni ExxonMobil sebagai perusahaan
multinasional Amerika Serikat yang bergerak di industri minyak dan gas sekaligus
perusahaan terbesar di dunia menurut Fortune Global Companies tahun 2001
(Global 500 2001, Fortune). Kesamaan perilaku tersebut ditandai adanya

pernyataan Lee Raymond selaku CEO perusahaan bahwa:

“Memenuhi target pengurangan emisi GRK dirasa tidak realistis
sebab memerlukan upaya lebih yang melibatkan peningkatan
kontrol pemerintah atas penggunaan energi, di mana langkah-
langkah tersebut mencakup pajak energi yang tinggi, pembatasan
jatah bahan bakar dan langkah lain yang dirancang guna
membatasi pemakaian energi. Dengan itu, pengambilan tindakan
lebih tidak diperlukan karena banyak ilmuwan setuju bahwa masih
ada waktu untuk dapat memahami sistem perubahan iklim” (Karl.
S. Coplan, Robert F. Kennedy, JR. Todd D. Ommen dan Jennifer
Ruhle: 16).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa perusahaan dalam hal ini menolak untuk

memenuhi target pengurangan emisi GRK yang terdapat dalam Protokol Kyoto.

Tidak hanya itu, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan
ExxonMobil dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait penolakannya
terhadap ratifikasi Protokol Kyoto. Berdasarkan dokumen dari departemen negara
Amerika Serikat saat Tony Blair selaku Perdana Menteri Inggris berkunjung ke
Gedung Putih untuk membahas isu perubahan iklim bahwa ia menemukan
dokumen yang menunjukkan keterlibatan perusahaan dalam pengambilan
kebijakan luar negeri pemerintah (The Guardian, 2005). Hal tersebut didukung oleh



pernyataan pemerintah bahwa pihaknya berterimakasih atas keikutsertaan aktif
ExxonMobil dalam membantu menentukan kebijakan perubahan iklim, pemerintah
juga meminta masukan lebih lanjut yang mungkin dapat disetujui perusahaan.
Adapun pernyataan yang sama dalam dokumen yang dilansir pada situs berita
internasional The Guardian bahwa Gedung Putih menganggap ExxonMobil sebagai
perusahaan yang paling vokal menentang pengurangan emisi GRK dalam Protokol
Kyoto. Meskipun di sisi lain pihak ExxonMobil sendiri menolak pernyataan
tersebut, ditandai adanya argumen dari Nick Thomas selaku Kepala Public Affairs
perusahaan kepada UK House of Lords Science and Technology Committee pada
tahun 2003, bahwa:

“Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa kita belum melakukan
kampanye dengan pemerintah Amerika Serikat maupun pemerintah
lain dalam mengambil semacam posisi di atas Protokol Kyoto” (The
Guardian, 2005).

Sedangkan menurut informasi yang diperoleh bahwasannya ExxonMobil telah
terlibat dalam penolakan Protokol Kyoto sejak abad 19 (The New York Times,
2015).

Bersamaan dengan Amerika Serikat yang tidak kunjung meratifikasi
Protokol Kyoto hingga periode dua, ExxonMobil diketahui telah membantu aspek
ekonomi dan sosial Amerika Serikat. Dibuktikan oleh kontribusi perusahaan pada
tahun 2017 dalam mendukung Gross Domestic Product (GDP) negara, pendapatan
tenaga kerja, serta dukungan finansial terhadap pekerjaan dan pendapatan
pemerintah baik langsung maupun tidak langsung, seperti di antaranya yang
pertama, kontribusi ExxonMobil terhadap GDP Amerika Serikat sebesar lebih dari
43 miliar USD, termasuk pemberian dana tambahan sebesar 30 miliar USD melalui
dukungan langsung dan investasi perusahaan, kedua, dukungan ExxonMobil
terhadap pekerjaan di Amerika Serikat dalam bentuk pemberian hak kepada 32.300
karyawannya untuk bekerja di 90.800 pekerjaan yang tersedia, termasuk dukungan
lain terhadap 177.000 pekerjaan langsung maupun tidak langsung, Kketiga,
dukungan terhadap pendapatan tenaga kerja di Amerika Serikat sebesar lebih dari
6.7 miliar USD dengan rata-rata pendapatan per individu sebesar 208.000 USD



10

termasuk biaya kompensasi, upah kerja dan tunjangan yang diberikan oleh
ExxonMobil, keempat, pembayaran pajak dan royalti oleh ExxonMobil sebesar 7.3
miliar USD yang di dalamnya termasuk pajak federal sebesar 3.5 miliar USD, pajak
negara bagian sebesar 2.4 miliar USD dan royalti sebesar 1.4 miliar USD.
Kemudian, kelima, investasi yang dilakukan ExxonMobil sebesar 5.7 miliar USD
terhadap proyek yang berada di dua puluh negara bagian Amerika Serikat, keenam,
kontribusi ExxonMobil terhadap pajak langsung negara sebesar 1.7 miliar USD
yang diperoleh dari nilai operasional, investasi dan pajak yang diberikan oleh
karyawan dan terakhir, investasi ExxonMobil terhadap pendapatan tenaga kerja di
Amerika Serikat sebesar 16 miliar USD (EY Building a Better Working World,
2019: 1). Dapat dilihat bahwa selama masa berlangsungnya penolakan pemerintah
terhadap Protokol Kyoto ExxonMobil juga turut memberikan dukungan terhadap

aspek ekonomi dan sosial Amerika Serikat.

Melihat adanya kesamaan antara ExxonMobil dan Amerika Serikat dalam
merespon kehadiran Protokol Kyoto, serta pernyataan yang mendukung adanya
keterlibatan perusahaan dalam menyuarakan penolakan ratifikasi Protokol Kyoto
terhadap pemerintah yang akhirnya membuat penulis tertarik untuk menelaah upaya
ExxonMobil dalam mempromosikan wacana penolakan ratifikasi Protokol Kyoto
olen Amerika Serikat. Hal tersebut juga didasarkan oleh adanya partisipasi
ExxonMobil selama perkembangannya terhadap aspek ekonomi dan sosial negara
dan fakta bahwa ExxonMobil adalah salah satu perusahaan energi terbesar di dunia
yang mana perekonomiannya bergantung pada aktivitas perdagangan energi yang
dikelola. Sehingga dikarenakan hal tersebut penelitian ini kemudian memunculkan
urgensi mengenai upaya ExxonMobil dalam mempromosikan wacana penolakan

ratifikasi Protokol Kyoto oleh Amerika Serikat.

1.2. Rumusan Masalah

Ketidakikutsertaan Amerika Serikat dalam Protokol Kyoto menunjukkan
penolakan sekaligus pengunduran diri pemerintah dari komitmen iklim global

1997. Adapun pengunduran diri tersebut berdampingan dengan keterlibatannya
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selama ini sebagai negara maju penyumbang emisi karbon terbesar di dunia.
Dengan banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim sekaligus
sebagai negara yang tergabung dalam Annex 1 yang memiliki kewajiban untuk
mengurangi emisi karbonnya semestinya Amerika Serikat menjadi pihak yang turut
mendukung ratifikasi Protokol Kyoto, alih-alih meratifikasi justru pemerintah
menyuarakan ketidakberpihakkan terhadap prinsip yang terdapat dalam protokol
tersebut. Di sisi lain penolakan ratifikasi Protokol Kyoto oleh Amerika Serikat
sejalan dengan adanya bukti keterlibatan ExxonMobil di dalamnya. Sebagai salah
satu perusahaan energi terbesar di dunia yang juga telah berkontribusi terhadap
aspek ekonomi dan sosial Amerika Serikat, penelitian ini kemudian memunculkan
pertanyaan "Bagaimana upaya ExxonMobil dalam mempromosikan wacana
penolakan ratifikasi Protokol Kyoto oleh Amerika Serikat? ”. Mengingat Amerika
Serikat merupakan aktor negara yang memiliki wewenang atas segala keputusan
yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri negaranya.

1.3.  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat sebagai acuan dalam menjawab pertanyaan
penelitian yang telah dikemukakan di atas yakni:

1. Mendeskripsikan penolakan ExxonMobil terhadap Protokol Kyoto.

2. Menganalisis upaya ExxonMobil dalam mempromosikan wacana

penolakan ratifikasi Protokol Kyoto olen Amerika Serikat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:
1. Secara keilmuwan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi
tambahan dalam studi Hubungan Internasional mengenai upaya MNC

dalam mempromosikan kepentingannya terhadap pemerintah, dengan
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melihat studi kasus upaya ExxonMobil dalam mempromosikan wacana
penolakan ratifikasi Protokol Kyoto olenh Amerika Serikat.

. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi
bagi perusahaan multinasional dalam hal mengupayakan kepentingannya
terhadap pemerintah terkait isu global, serta dapat menjadi referensi bagi

penelitian selanjutnya.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai
upaya MNC dalam menyuarakan kepentingannya terhadap pemerintah. Beberapa
penelitian tersebut di antaranya: Ans Kolk dan Jonatan Pinkse, 2008; Nicolas
Dahan, Jonathan Doh dan Terrence Guay, 2006; In Song Kim dan Helen V. Milner,
2019 serta; Gideon Kimaiyo, 2017.

Penelitian pertama yang digunakan sebagai referensi bagi penelitian ini
yakni ditulis oleh Ans Kolk dan Jonatan (The Influence of Climate Change
Regulation on Corporate Responses: The Case of Emissions Trading, 2008).
Penelitian tersebut didasarkan pada data dan respon yang tertulis dalam Carbon
Disclosure Project (CDP) tahun 2006. Di awali dengan membahas mengenai
kebijakan perdagangan emisi yang disebut juga dengan ‘cap-and-trade’, di mana
kebijakan mengenai perdagangan emisi pertama hadir sejak adanya Protokol Kyoto
sebagai kesepakatan untuk mengurangi emisi karbon. Kebijakan tersebut dibuat
agar seluruh perusahaan dapat berpartisipasi dalam komitmen global mengenai
pengurangan emisi karbon dari proses produksi. Namun meskipun telah adanya

rancangan mengenai pengurangan emisi karbon yang tertulis dalam Protokol
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Kyoto, masih banyak negara yang tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut,
sehingga dibuat berbagai inisiatif mengenai perdagangan emisi di bawah kebijakan
iklim domestik, di antaranya European Union Emissions Trading Scheme (EU
ETS) sebagai sebuah sistem perdagangan emisi yang mengatur mengenai
pengeluaran emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada di Uni
Eropa, adapun inisiatif yang dibuat oleh negara lainnya seperti Amerika Serikat dan
Australia. Rancangan kebijakan iklim di Uni Eropa kemudian memunculkan respon
berbeda dari setiap MNC dan memberikan dampak terhadap kelangsungan
kebijakan tersebut. Adanya tanggapan yang berbeda dari setiap MNC terhadap
kebijakan EU ETS membuat Ans Kolk dan Jonatan melakukan telaah atas dinamika
terkait pemberlakuan kebijakan pengurangan emisi karbon terhadap MNC yang
dilihat berdasarkan respon, upaya dan faktor keterlibatannya dalam proses
kebijakan iklim di tiap negara.

Penelitian tersebut menggunakan beberapa teori dan konsep, di antaranya
teori institusional, konsep instrumen kebijakan, lobbying dan bargaining power.
Teori institusional dalam penelitian Ans Kolk dan Jonatan mengacu pada
pembentukan suatu sistem yang didasarkan oleh dorongan dari kondisi lingkungan
yakni EU ETS, yang mana permasalahan perubahan iklim menjadi pendorong
terbentuknya serangkaian rancangan kebijakan iklim tersebut. Kemudian instrumen
kebijakan, di mana menjelaskan mengenai peran dari rancangan kebijakan iklim
sebagai sebuah media yang dibuat oleh setiap negara di benua Eropa maupun
Amerika Utara dan Asia Pasifik. Selanjutnya lobbying dan bargaining power yang
dimaknai sebagai instrumen yang digunakan MNC dalam mempengaruhi kebijakan
pemerintah terkait rencana pengurangan emisi karbon seperti yang dilakukan oleh
sejumlah perusahaan Uni Eropa salah satunya perusahaan Italian Oil Company.
Penelitian Ans Kolk dan Jonatan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan
melihat respon MNC terhadap rancangan kebijakan negara terkait pengeluaran
emisi karbon, dengan unit analisis yang digunakan adalah MNC di tiap negara
dengan level analisis domestik. Penelitian tersebut berfokus terhadap tanggapan
MNC dalam rancangan kebijakan yang telah dibuat pada kerangka EU ETS, di
mana di dalamnya terdapat berbagai respon di antaranya perusahaan yang
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mematuhi komitmen seperti perusahaan Holcim dan yang tidak, seperti perusahaan
afiliasi ExxonMobil dan Repsol. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa
terdapat faktor yang mempengaruhi perbedaan respon MNC terhadap kebijakan
iklim yakni berkaitan dengan kepentingan dan posisinya terhadap isu perubahan
iklim, serta lokasi di mana mereka beroperasi, hal tersebut ditandai dari adanya
perbedaan tanggapan terkait kebijakan iklim antara perusahaan yang berada di
dalam (home country) dan di luar negaranya (host country). Adapun langkah yang
dilakukan MNC dalam keterlibatannya untuk mendukung dan menolak kerangka
EU ETS yakni dengan membuat rancangan baru melalui bargaining power dan
mempengaruhi kebijakan negara melalui lobbying.

Penelitian Ans Kolk dan Jonatan merujuk pada tiga cara yang berbeda
dalam melihat perbedaan respon MNC terhadap rancangan kebijakan iklim.
Pertama, penelitian tersebut melihat respon perusahaan ketika menghadapi kendala
regulasi yang ketat, kemudian kedua, melihat respon perusahaan yang tidak harus
memenuhi kendala regulasi tersebut dan ketiga, dengan melihat respon perusahaan
yang perlu memenuhi keduanya. Penelitian juga menunjukkan bahwa respon MNC
terhadap kebijakan perdagangan emisi lebih efektif melalui CDP dibandingkan EU
ETS, di mana hal tersebut disebabkan oleh prosedur yang dianggap terlalu
berlebihan terkait izin alokasi emisi yang ditetapkan oleh pemerintah Uni Eropa.

Kesimpulan dari penelitian Ans Kolk dan Jonatan yakni telah banyak negara
yang sejak dulu membuat rancangan kebijakan iklim dalam mendukung
pengurangan emisi karbon dunia, seperti halnya Kanada dan Denmark, begitupun
negara yang baru merancang yakni Amerika Serikat, Australia dan Uni Eropa, serta
negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto namun tidak membuat rancangan
kebijakan iklim seperti Jepang yang menyatakan ketidakberpihakkannya terhadap
rancangan kebijakan tersebut, didukung dengan pernyataan dari Menteri
Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian Jepang bahwa penerapan rancangan
kebijakan emisi domestik mampu memberikan dampak negatif terhadap daya saing
perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi atas
kebijakan iklim regional maupun internasional didasarkan oleh kepatuhan
pemerintah dan MNC yang ada di suatu negara, di mana hal tersebut dipengaruhi

oleh berbagai faktor seperti faktor kepentingan, posisi dan kapabilitas perusahaan.
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Selanjutnya penelitian kedua yang menjadi acuan bagi penelitian ini ditulis
oleh Nicolas Dahan, Jonathan Doh dan Terrence Guay (The Role of Multinational
Corporations in Traditional Institution Building: A Policy Network Perspective,
2006). Penelitian tersebut menjelaskan peran MNC dalam institusi transnasional.
Menurut penelitian bahwasannya MNC berperan sebagai aktor yang terlibat dalam
pengembangan, difusi dan intervensi pada sebuah institusi transnasional, atau
dengan kata lain MNC dalam hal ini memiliki andil pada proses pembuatan
kebijakan global. Adapun dampak dari keterlibatannya dalam sebuah institusi juga
dibuktikan dengan semakin dipertimbangkannya MNC dalam proses pengambilan
kebijakan. Menurut penelitian, upaya keterlibatan MNC dalam mempengaruhi
institusi internasional dengan membentuk koalisi memperlihatkan adanya
hubungan antara perusahaan dan kelompok kepentingan dalam sistem politik. Di
mana kelompok kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah, perusahaan dan
organisasi non-pemerintah yang tergabung ke dalam sebuah jaringan kebijakan
(policy networks). Dalam penelitian juga dijelaskan bahwa terdapat dua cara MNC
untuk mempengaruhi institusi yakni melalui strategi wacana dan pertukaran sumber
daya, di mana yang pertama bertujuan untuk mempengaruhi pembentukan ide, nilai
dan norma sedangkan yang kedua bertujuan untuk menciptakan ketergantungan
sumber daya antara pemangku kepentingan dan perusahaan.

Menurut penelitian Nicolas Dahan, Jonathan Doh dan Terrence Guay peran
MNC juga dibedakan menjadi beberapa jenis menurut keanggotaannya dalam
jaringan kebijakan transnasional, di antaranya pertama, partisipasi MNC dalam
kelompok kebijakan, dalam hal ini perusahaan ikut tergabung menjadi bagian dari
para pembuat kebijakan dengan bermodalkan sumber daya yang dimiliki
perusahaan, kedua, kelompok epistemik, di mana MNC dalam hal ini berperan
sebagai pihak yang mempengaruhi kebijakan dengan melakukan produksi dan
difusi pengetahuan serta sumber daya yang dimiliki dengan melibatkan para
ilmuwan ataupun kelompok kepentingan lain untuk menghasilkan dan
menyebarkan informasi kepada media dan para pemangku kepentingan, kemudian
yang ketiga, jaringan isu (issue networks), dalam hal ini MNC membentuk koalisi
bersama dengan perusahaan, Intergovernmental Organization (IGO) dan

International Non-Governmental Organization (INGO) dengan tujuan untuk
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mendukung dan mempromosikan kepentingannya guna mempengaruhi
pengambilan keputusan di level pemerintah, contohnya yang dilakukan oleh Barry
Callebaut dengan membentuk koalisi bersama INGO dan perusahaan industri
cokelat untuk mempengaruhi kebijakan parlemen Eropa terkait konsumsi dan
produksi cokelat dalam kampanye The Chocolate Campaign yang dilakukan pada
tahun 1995. Tidak hanya itu, keterlibatan MNC dalam institusi transnasional juga
ditelaah berdasarkan proses yang dilalui, seperti halnya:
1. Proses kebijakan harmonisasi, di mana berkaitan dengan negosiasi bilateral
dan multilateral yang dilakukan antara perusahaan dan negara;
2. Imposisi, di mana dalam proses ini MNC bertindak sebagai pihak yang
memiliki wewenang untuk menekan para pembuat kebijakan dan;
3. Difusi, sebagai proses mempengaruhi kebijakan melalui penyebaran norma
dan nilai perusahaan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian kedua yakni kualitatif
dengan variabel yang dipakai yakni lingkungan institusional, MNC, jaringan
kebijakan (policy networks) dan transfer kebijakan (policy transfer), sedangkan
jenis data yang digunakan yakni data sekunder yang berasal dari berbagai penelitian
di bidang bisnis dan manajemen internasional terkait hubungan MNC dan institusi.
Variabel pertama yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni lingkungan
institusional, di mana berperan sebagai indikator yang menjelaskan arena
keterlibatan MNC dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri negara, kemudian
yang kedua yakni variabel MNC, yang digunakan untuk mendeskripsikan aktor
non-negara yang terlibat dalam proses kebijakan luar negeri pada lingkungan
institusi, ketiga yakni jaringan kebijakan sebagai variabel yang digunakan untuk
mendeskripsikan pihak yang dilibatkan MNC dalam proses mempengaruhi
kebijakan luar negeri, dan keempat yakni variabel transfer kebijakan, yang
digunakan untuk menganalisis upaya MNC dalam mempengaruhi kebijakan pada
sistem politik.

Penelitian Nicolas Dahan, Jonathan Doh dan Terrence Guay menyimpulkan
bahwasannya MNC memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pengambilan
kebijakan pada sebuah institusi di mana hal demikian dikarenakan oleh sumber

daya yang dimiliki dan upayanya dalam membentuk koalisi yang terdiri dari
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berbagai stakeholder seperti pemerintah, perusahaan swasta, IGO dan INGO guna
mendukung tercapainya kepentingan perusahaan. Adapun peran MNC tersebut
dikategorikan ke dalam dua hal yakni berdasarkan jenis kelompok kepentingan
yang terlibat dan strategi yang digunakan.

Penelitian ketiga yang menjadi acuan penelitian ini ditulis oleh In Song Kim
dan Helen V. Milner (Multinational Corporations and Their Influence Through
Lobbying on Foreign Policy, 2019). Penelitian tersebut diawali dengan membahas
mengenai peran MNC dalam mendukung perekonomian global. Seperti halnya
MNC di Amerika Serikat yang telah berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Ditandainya jumlah perusahaan Amerika Serikat yang telah mewakili sebagian
besar GDP, ekspor, impor dan Kkegiatan penelitian dan pengembangan
(R&D/Research and Development). Pada tahun 2016 tercatat bahwa 24% GDP
nasional berasal dari aktivitas MNC serta 26% kompensasi yang diberikan kepada
tenaga kerja berasal dari sektor swasta. Perusahaan multinasional di Amerika
Serikat juga telah berkontribusi atas 40% impor dan ekspor, menurut Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD) bahwasannya MNC telah
mendukung sebagian besar ekspor, tenaga kerja dan GDP global sebanyak 28%.
Kontribusi tersebut sejalan dengan perannya dalam aspek politik, di mana
keputusan MNC cukup dipertimbangkan dalam kebijakan yang berkaitan dengan
pajak perlindungan investasi dan imigrasi baik itu di dalam negeri maupun di luar
negaranya. Salah satunya seperti upaya perusahaan multinasional untuk dapat ikut
serta dalam menentang pengetatan perdagangan di masa Presiden Trump.

Berdasarkan hal di atas MNC memiliki kontribusi dan peran yang cukup
signifikan terhadap aspek ekonomi dan politik suatu negara. Penelitian tersebut juga
membahas mengenai perbedaan antara perusahaan domestik dengan MNC yang
dilihat berdasarkan aktivitas politik dan ekonominya. Menurut jurnal In Song Kim
dan Helen V. Milner MNC lebih banyak ikut serta dalam aspek politik
dibandingkan dengan perusahaan domestik. Mereka juga menjelaskan
bahwasannya MNC memiliki ekspor yang jauh lebih besar, aktivitas Global Value
Chain (GVC) yang lebih terintegrasi, kepemilikan tenaga kerja yang lebih
kompeten, pemberian dukungan finansial lebih banyak terhadap aspek R&D serta
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keterlibatannya dalam berbagai isu global dibandingkan perusahaan domestik.
Adapun konsep yang digunakan yakni MNC, lobbying dan kebijakan luar negeri.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ketiga yakni
kuantitatif dengan variabel yang dipakai yakni multinasionalitas dan aktivitas
lobbying, sedangkan jenis data yang digunakan yakni data sekunder yang berasal
dari database seperti Compustat, Bureau of Economic Analysis (BEA) dan
LobbyView. Variabel pertama yang digunakan yakni multinasionalitas, di mana
variabel tersebut ditelaah berdasarkan aspek pendapatan luar negeri sebelum pajak
(pretax foreign income) dan jumlah tenaga kerja antara perusahaan. Berdasarkan
data dari BEA bahwa MNC memiliki jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan
perusahaan domestik. Adapun terkait jumlah tenaga kerja MNC yang relatif banyak
yakni sebesar 28.022.900, sedangkan menurut In Song Kim dan Helen V. Milner
total tenaga kerja MNC sebanyak 27.352.666 yang berarti tidak jauh berbeda dari
akumulasi data yang terdapat dalam BEA. Kemudian yang kedua yakni variabel
aktivitas lobbying, di mana dilihat berdasarkan kontribusinya di industri
manufaktur. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kontribusi
perusahaan multinasional dalam industri manufaktur cukup banyak, ditandai
adanya data yang menunjukkan bahwa sebanyak 46% perusahaan yang terdaftar
dalam Compustat merupakan MNC.

Penelitian In Song Kim dan Helen V. Milner menyimpulkan bahwasannya
MNC memiliki peran terhadap jalannya kebijakan luar negeri negara melalui
aktivitas lobbying yang dilakukan. Di mana kemampuan lobbying yang dimiliki
berdasarkan dari keterlibatannya terhadap aspek ekonomi dan politik nasional
maupun luar negeri. Penelitian juga menemukan bahwasannya MNC memiliki
pengaruh yang lebih besar dibandingkan perusahaan domestik. Mengingat aktivitas
yang dilakukan MNC jauh lebih besar dan banyak dari pada perusahaan domestik
itu sendiri, sehingga MNC perannya lebih dipertimbangkan oleh pemerintah
khususnya dalam pengambilan kebijakan luar negeri negara.

Selanjutnya penelitian keempat ditulis oleh Gideon Kimaiyo (Significance
of Multinational Corporations in Shaping Foreign Policy: Case of US Foreign
Policy Towards Kenya Between 1989 and 2016, 2017). Penelitian tersebut di awali
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dengan membahas mengenai hubungan MNC dengan kebijakan luar negeri negara,
di mana menurutnya besarnya peran MNC dalam kebijakan luar negeri dikarenakan
sumber daya yang dimiliki. Parlemen Eropa memperkirakan bahwa MNC yang
tergabung dalam ‘Big Five’ company seperti BP, ExxonMobil, Total, Shell dan
Chevron memiliki kapitalisasi pasar mencapai lebih dari 500 miliar USD, di mana
dua dari perusahaan tersebut berasal dari Amerika Serikat yakni ExxonMobil dan
Chevron. Dilanjuti dengan membahas mengenai keinginan pemerintah Clinton
untuk dapat menjalin hubungan dengan Afrika pasca masuknya negara tersebut
dalam ekonomi politik internasional. Namun hal tersebut berdampingan dengan
kemunculan tantangan keamanan oleh kelompok islam radikal dan terorisme
sehingga terjadi pergeseran kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Afrika
baik itu di masa pemerintahan Presiden Clinton, Bush hingga Obama, sehingga
kebijakan tersebut lebih mengarah kepada aspek yang bersifat high politics. Hal
tersebut bersamaan dengan adanya pendapat dari Leacock dan Thomas (1978)
bahwasannya kehadiran perusahaan multinasional di Amerika Serikat memberikan
efek terhadap aspek politik, sosial dan ekonomi di level domestik maupun
internasional yang disebabkan adanya kedekatan antara MNC dengan presiden dan
para anggota senat sehingga kehadirannya dianggap begitu vital dalam menentukan
kebijakan domestik maupun luar negeri negara.

Dalam penelitian juga dijelaskan mengenai langkah MNC dalam
pembentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Kenya, kemudian
hubungannya dengan kekuatan struktural dan faktor yang mendorong terbentuknya
kebijakan luar negeri tersebut. Sedangkan batasan penelitian dimulai dari tahun
1989 hingga 2016, dengan subjek penelitian terdiri dari kurang lebih 50 perusahaan
multinasional di antaranya Citibank, Coca-cola, Ford Motor Company, Bechtel
Corporation, Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Microsoft,
International Business Machines (IBM), ExxonMobil, Woolworths, Exim Bank,
Westcon Group dan lain-lain. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian yakni
teori struktural imperialisme dan teori kekuatan struktural. Teori pertama yakni
struktural imperialisme oleh Johan Galtung (1971) digunakan dalam penelitian
tersebut untuk melihat pengaruh MNC dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat
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sebagai negara core terhadap Kenya. Teori tersebut hadir berdasarkan asumsi
bahwa dunia terdiri dari negara core dan periphery, di mana hal tersebut didukung
dengan keberadaan MNC di negara pusat dan tuan rumah. Difusi keberadaan MNC
di tiap negara tersebut juga yang kemudian menciptakan adanya hubungan
kekuasaan dan dominasi antara kedua negara dengan MNC sebagai jembatan dalam
menghubungkan kepentingan keduanya. Sedangkan teori kedua yaitu kekuatan
struktural oleh Susan Strange (2000) digunakan untuk menjelaskan pengaruh MNC
pada kebijakan luar negeri di negara pusat. Teori tersebut juga menjelaskan bahwa
perusahaan yang beroperasi di Kenya memiliki kekuasaan dan kemampuan dalam
mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara tuan rumah.
Kesamaan antara teori struktural imperialisme dengan kekuatan struktural yakni
keduanya meyakini bahwa politik dunia dipengaruhi oleh struktur kekuasaan,
kedua perspektif tersebut juga menganggap bahwa MNC memiliki kemampuan
untuk dapat mempengaruhi hubungan antara negara pusat dan tuan rumah.
Sedangkan perbedaannya, teori pertama menganggap bahwa hubungan yang
terjalin antara negara pusat dan tuan rumah justru berdampak negatif, sedangkan
teori kedua meyakini bahwa hubungan yang terjalin tersebut dapat memberikan
keuntungan potensial.

Penelitian Gideon Kimaiyo menggunakan jenis penelitian kualitatif
eksplanatori yang memfokuskan pada hubungan antara MNC dengan struktur
kekuasaan Amerika Serikat, dengan jenis sumber data sekunder yang berasal dari
buku, jurnal dan berbagai publikasi lainnya, sedangkan teknik pengumpulan data
menggunakan teknik tinjauan pustaka serta metode analisis data kualitatif yang
terdiri dari logical dan content analysis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh
menunjukkan bahwa MNC berperan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri
Amerika Serikat terhadap Kenya melalui diplomasi perusahaan yang dilakukan,
seperti di antaranya melobi anggota kongres, presiden, penasihat, menteri luar
negeri serta aktor lainnya dalam pengambilan kebijakan luar negeri negara asal
terhadap negara tuan rumah di mana MNC beroperasi. Seperti halnya pada tahun
1995, perusahaan Pfizer melakukan lobi terhadap Kongres Amerika Serikat untuk

menekan pemerintah pusat dalam mengambil upaya dan menjamin pendirian
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fasilitas kesehatan pedesaan (RHF/Rural Health Facilities) terhadap pemerintah
Kenya, yang mana kebijakan luar negeri tersebut sebenarnya bertujuan agar Pfizer
dapat mengekspor komoditinya di wilayah tersebut. Tidak hanya itu pada tahun
2004 industri farmasi Amerika Serikat diketahui telah menyumbangkan dana
sebesar 1 miliar USD dalam pelaksanaan lobbying terhadap pemerintah. Hal
tersebut juga dilakukan oleh perusahaan lainnya yakni dengan menekan pemerintah
Amerika Serikat melalui upaya lobbying dengan memberikan dukungan finansial.
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa MNC merupakan bagian dari struktur
kekuatan nasional dan global yang disebabkan oleh besarnya peran MNC dalam
aspek ekonomi dan politik, sehingga hal tersebutlah yang kemudian
memberikannya kekuatan tawar menawar pada proses politik nasional khususnya
dalam menentukan arah kebijakan luar negeri negara.

Keempat penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya membantu
penelitian ini dalam memahami upaya MNC dalam menyuarakan kepentingannya
terhadap pemerintah. Penelitian terdahulu juga memberikan gambaran mengenai
hubungan MNC dengan negara serta dinamikanya dalam politik luar negeri. Dari
penelitian terdahulu juga memberikan hasil eksplorasi terkait adanya hubungan
timbal balik antara aktor negara dan non-negara yang didasarkan oleh aspek
ekonomi dan politik sehingga aktivitasnya saat ini tidak dapat dipisahkan. Keempat
penelitian tersebut telah dirangkum ke dalam sebuah tabel perbandingan untuk
memudahkan pembaca dalam melihat perbedaan dan inti sari dari setiap penelitian

tersebut. Adapun tabel perbandingannya sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

Jurnal 1
(Ans Kolk dan Jonatan
Pinkse)

Jurnal 2
(Nicolas Dahan, Jonathan
Doh dan Terrence Guay)

Jurnal 3
( In Song Kim dan Helen
V. Milner)

Jurnal 4
(Gideon Kimaiyo)

Topik
Penelitian

Respon MNC terhadap
rancangan kebijakan
perdagangan emisi dan
dampaknya terhadap
kebijakan publik terkait
perubahan iklim

Peran MNC dalam
mempengaruhi kebijakan
pada institusi internasional

Peran MNC dalam
kebijakan luar negeri dan
perbedaannya dengan
perusahaan domestik
dalam hal aktivitas
ekonomi dan politik

Peran MNC Amerika
Serikat dalam
pembentukan kebijakan
luar negeri negara terhadap
Kenya

Teori/
Konsep

Institusional, Policy
Instrument, Lobbying,
Bargaining Power

Lingkungan Institusional,
MNC, Jaringan Kebijakan
(Policy Networks), Transfer
Kebijakan (Policy Transfer)

MNC, Lobbying,
Kebijakan Luar Negeri

Kekuatan Struktural,
Struktural Imperialisme,
Lobbying, Kebijakan Luar
Negeri

Metode

Pendekatan: Kualitatif

Pendekatan: Kualitatif

Pendekatan: Kuantitatif

Pendekatan: Kualitatif

Sumber data: Sekunder
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Berdasarkan tabel perbandingan penelitian terdahulu yang telah dirangkum
bahwa terdapat keunikan yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian
sebelumnya. Pertama, penelitian terdahulu belum menjelaskan mengenai upaya
MNC dalam menyuarakan kepentingannya terhadap pemerintah dengan melibatkan
aktor non-negara lain, sedangkan penelitian ini membahas upaya MNC dalam
mencapai kepentingannya dengan melibatkan aktor non-negara seperti lembaga
think tank dan institusi penentang kebijakan iklim global. Kedua, penelitian
terdahulu hanya menggunakan konsep lobbying untuk menganalisis upaya MNC
dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri negara, sedangkan pada penelitian ini
menggunakan dua konsep sebagai variabel independen untuk menelaah upaya
MNC dalam menyuarakan kepentingannya terhadap pemerintah yakni lobbying dan
kampanye, di mana konsep lobbying pada penelitian ini dikategorikan menjadi dua
yakni berdasarkan aktor-aktor yang terlibat dan jenis lobi nya menurut Chris
Micheli yang terdiri dari lobi legislatif, regulasi dan anggaran. Kemudian yang
ketiga, dalam penelitian terdahulu variabel dependen yang digunakan umumnya
perihal kebijakan negara asal terhadap negara tuan rumah, sedangkan dalam
penelitian ini variabel dependennya berupa kebijakan negara terhadap konvensi
internasional terkait isu global yaitu Protokol Kyoto.

2.2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual digunakan untuk membantu peneliti dalam
menganalisis variabel yang terdapat pada penelitian ini. Adapun teori dan konsep
yang dipakai juga bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam mengembangkan

asumsi yang relevan terkait jawaban pertanyaan dari rumusan masalah.
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2.2.1. Multinational Corporation (MNC)

Multinational Corporation (MNC) atau perusahaan multinasional
merupakan perusahaan yang beroperasi di luar negaranya dengan melakukan
kegiatan produksi langsung melalui pendirian anak perusahaan (perusahaan
subsidiari)® ataupun dalam bentuk perusahaan afiliasi’, serta adanya kepemilikan
dan kendali aset di luar negaranya (Grazia letto-Gillies, 2005: 8). Definisi lain
menjelaskan bahwa MNC merupakan perusahaan yang memiliki aset dan bisnis
langsung di banyak negara, juga sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab
untuk merencanakan, mengatur, mengkoordinasi dan mengontrol produksi di luar
teritorialnya (Grazia letto-Gillies, 2005: 8). Istilah MNC dan Transnational
Corporation (TNC) pada dasarnya merujuk pada suatu hal yang sama. Dalam buku
yang ditulis oleh Grazia letto-Gillies menyatakan bahwa TNC merupakan
perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mengelola, mengendalikan serta
mengembangkan strategi yang berada di luar negara asal (Grazia letto-Gillies,
2005: 8). Meskipun demikian, tidak semua perusahaan yang melakukan aktivitas
bisnis di luar negaranya dapat disebut sebagai MNC maupun TNC, sebab
perusahaan yang hanya melakukan kegiatan ekspor dan impor serta tidak memiliki
kerjasama dalam kepemilikan aset berupa portofolio dan investasi tidak dapat

dikategorikan sebagai perusahaan multinasional.

Adapun definisi lain oleh United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD), dengan menggunakan istilah TNC yang didefinisikan
sebagai perusahaan yang mengatur aset di luar negaranya dengan umumnya
memiliki sebagian dari modal perusahaan (UNCTAD, 2004: 40). Aset yang
dimiliki MNC dapat dikategorikan sebagai tangible® dan intangible assets®.

® Perusahaan afiliasi didefinisikan sebagai sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan
induk ataupun sekelompok individu dengan memiliki sebagian saham dari perusahaan (U.S.
Department of Homeland Security, 2017: 3).

7 Perusahaan subsidiari didefinisikan sebagai sebuah perusahaan yang secara penuh dikendalikan
oleh perusahaan induk dengan kepemilikan wewenang atas perusahaan tersebut sebesar 50% dan
hak veto yang sama (U.S. Department of Homeland Security, 2017: 4).

8 Tangible assets berarti aset berwujud seperti bangunan dan tanah.

% Intangible assets berarti kepemilikan tidak berwujud seperti kontrak kerjasama maupun hak paten
perusahaan.
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Kehadiran MNC sendiri erat kaitannya dengan budaya asal negara perusahaan
induk berada, hal tersebut didukung oleh pernyataan Geert Hofstede (1983) bahwa
menurutnya perilaku dan kepercayaan dalam pengambilan kebijakan oleh MNC
dipengaruhi faktor budaya maupun ideologi negara asal. Selain itu MNC juga dapat
ditelaah berdasarkan hubungannya dengan negara sebagai bagian dari bentuk

kerjasama, yaitu:

1. Kerjasama dalam bidang ekonomi dan pengembangan: hubungan kerjasama
dalam hal ini berkaitan dengan pemberian dukungan Foreign Direct
Investment (FDI) dan GDP oleh MNC terhadap negara baik itu negara asal
dan tuan rumah. Sedangkan dukungan yang diberikan pemerintah yakni
dengan memberikan jaminan kepada perusahaan untuk dapat melindungi
aktivitas monopolinya dan modal yang dimiliki dari pihak asing. Sedangkan
dalam aspek pengembangan berkaitan dengan adanya transfer teknologi dan
pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja yang umumnya berada di negara
berkembang di mana hal ini termasuk ke dalam bentuk investasi langsung
MNC (Martina Steinbockova, 2004: 75).

2. Kerjasama dalam bidang sosial: kerjasama yang terjalin di antaranya yakni
dukungan MNC dan negara dalam melatih dan memperoleh tenaga kerja
yang berkemampuan tinggi dan dengan upah kerja rendah, kemudian
dukungan terhadap proyek sosial berskala lokal, pelatihan terhadap tenaga
kerja dan keterlibatan perusahaan dalam aktivitas R&D. Adapun kerjasama
tersebut berkaitan dengan dukungan MNC terhadap SDM (Sumber Daya
Manusia) yang nyatanya juga memberikan keuntungan terhadap negara asal
dan tuan rumah vyaitu berkenaan dengan kontribusi pajak perusahaan
terhadap anggaran negara (Martina Steinbockova, 2004: 78).

3. Kerjasama dalam bidang politik dan budaya: hubungan MNC dan negara
erat kaitannya dengan ideologi dan budaya. Menurut jurnal, kerjasama
ekonomi dan politik antara MNC dan negara mampu memberikan dampak
terhadap bidang politik yang didorong oleh adanya kesamaan ideologi dan
budaya antara keduanya. Kesamaan tersebut juga secara langsung
mendukung terbentuknya kerjasama MNC dengan pemerintah dalam

menciptakan pertumbuhan ekonomi, FDI, lapangan pekerjaan, pemberian
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program pelatihan tenaga kerja dan implementasi tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR/Corporate Social Responsibility). Tidak hanya itu, MNC
dalam bidang politik juga dapat dilihat berdasarkan aktivitas lobbying nya
yang juga dipengaruhi oleh ideologi dan budaya negara induk (Martina
Steinbockova, 2004: 80).

Selanjutnya MNC dapat ditelaah berdasarkan upayanya dalam aspek politik.
Menurut Joseph Nye (1974) terdapat tiga cara MNC untuk dapat terlibat pada

kebijakan luar negeri negara, yakni:

a) Secara langsung (direct influence): cara di mana aktivitas politik dilakukan
melalui lobbying dan dukungan kampanye dengan tujuan untuk dapat
mempengaruhi pengambilan kebijakan negara ataupun untuk menekan para
aktor politik agar dapat mencapai kepentingan perusahaan. Selain lobbying,
MNC juga menjalin relasi dengan aktor politik lain yang menurutnya
mampu menjamin operasionalnya, seperti dengan melakukan pendekatan
melalui penyebaran informasi kepada pemerintah. Tidak hanya itu, MNC
juga seringkali melibatkan publik dalam mencapai kepentingannya dengan
memanfaatkan wartawan, mempublikasikan siaran pers, melakukan
kampanye publik dan mengadakan demonstrasi (In Song Kim dan Helen V.
Milner, 2019: 7).

b) Secara tidak langsung (indirect influence): cara di mana MNC bertindak
sebagai instrumen negara. Seperti dengan memberikan efek sanksi ekonomi
oleh negara melalui MNC terhadap negara lain, kemudian memfasilitasi
pengiriman modal melalui MNC untuk memperkuat kebijakan moneter
domestik, maupun dengan melibatkan perusahaan afiliasi untuk dapat
membantu pertemuan para intelijen guna tercapainya kepentingan nasional
(In Song Kim dan Helen V. Milner, 2019: 7).

c) Secara tidak sengaja (unintentional influence): cara di mana MNC
memanfaatkan kekuatannya dalam mempengaruhi negara melalui
serangkaian agenda-setting'® yang dimiliki, seperti dengan meningkatkan

posisi tawar menawarnya melalui dukungan finansial terhadap pemerintah,

10 Agenda-setting dalam bahasa indonesia berarti penetapan agenda.
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kemudian dengan membantu aktor politik untuk dapat merancang dan
memutuskan kebijakan domestik maupun luar negeri serta dengan
menciptakan hubungan dengan negara yang berfokus pada tujuan bersama
(In Song Kim dan Helen V. Milner, 2019: 7).
Adapun Nye juga berpendapat bahwa MNC kehadirannya jauh lebih besar dari pada
negara, hal itu berkaitan dengan kemampuannya dalam mendifusi kekuasaan,
penciptaan ketergantungan dalam aspek ekonomi, pengembangan teknologi, serta
dukungan terhadap perubahan isu politik, modernisasi‘?, urbanisasi'?> dan
peningkatan komunikasi di negara berkembang (Nye, 1990: 160-162). Konsep
MNC sendiri pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan ExxonMobil
sebagai aktor non-negara yang terlibat dalam menyuarakan kepentingannya terkait
penolakan ratifikasi Protokol Kyoto oleh Amerika Serikat, adapun dari pembahasan
ini juga mengadopsi teori direct influence oleh Joseph Nye dalam menelaah upaya
ExxonMobil yang terdiri dari lobbying dan kampanye.

2.2.2. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (interest group) menurut jurnal yang ditulis oleh Y.
Tsujinaka merupakan aktor yang kehadirannya semakin penting dalam sistem
politik sejak berakhirnya Perang Dingin di awal abad 20. Baumgartner dan Leech

mendefinisikan kelompok kepentingan sebagai:

1. Kelompok yang didasarkan oleh kesamaan latar belakang sosial dan
demografis (contoh: perempuan, orang afrika dan amerika);

Keanggotaan dalam organisasi dan asosiasi;

Sekelompok individu yang memiliki kesamaan keyakinan dan tujuan;

Kelompok gerakan sosial (social movement);

o bk~ w0 N

Pelobi yang terdaftar dalam legislatif (contoh: lembaga Amerika);

11 Modernisasi menurut kbbi (kamus besar bahas indonesia) merupakan proses perubahan sikap dan
mentalitas individu sebagai bagian dari kelompok masyarakat untuk dapat hidup sebagaimana
perkembangan masa kini.

12 Urbanisasi menurut kbbi (kamus besar bahas indonesia) adalah fenomena perpindahan penduduk
dari desa ke kota.
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6. Kelompok yang tergabung dalam komite aksi politik (political action
committee);

7. Partisipan dalam proses pembuatan kebijakan atau pihak yang
berkepentingan dalam proses keputusan legislatif;

8. Perusahaan dan lembaga pemerintah;

9. Kaoalisi organisasi dan institusi, serta;

10. Individu yang bertindak sebagai pengusaha politik atau pelobi (Interest
Group, Y. Tsujinaka: 4).

Sedangkan menurut Tsujinaka kelompok kepentingan adalah kelompok sosial yang
tergabung dalam sebuah organisasi tetap dan memiliki tujuan untuk mewujudkan
kepentingannya dengan cara mempengaruhi aktor lain baik itu masyarakat maupun
aktor politik, adapun setiap kelompok yang memiliki fungsi untuk mencapai
kepentingan kelompok disebut sebagai kelompok kepentingan. Kelompok tersebut
di antaranya seperti perusahaan dan universitas, pemerintah daerah, perusahaan
milik negara dan sub-unit instansi pemerintah, adapun dijelaskan bahwa kegiatan
kelompok kepentingan merupakan aktivitas yang dilakukan berdasarkan keinginan
kelompok untuk mempengaruhi aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan
publik, tujuannya yaitu untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan yang
dimiliki (Interest Group, Y. Tsujinaka: 6). Selain itu Tsujinaka juga menjelaskan
perbedaan antara kelompok kepentingan dengan asosiasi kepentingan dan
kelompok penekan, di mana menurut beliau asosiasi kepentingan lebih mengacu
pada organisasi yang dibuat khusus untuk mempengaruhi dan erat kaitannya dengan
permasalahan sosial seperti isu lingkungan, pendidikan, dan kesejahteraan, yang
diartikulasikan dalam bentuk asosiasi bisnis, asosiasi tenaga kerja, asosiasi
pertanian dan lainnya, sedangkan kelompok penekan diartikan sebagai sebuah
kelompok yang secara aktif mempengaruhi para anggota parlemen dan badan
administratif pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan (Interest Group, Y.

Tsujinaka: 6).

Adapun menurut website resmi pemerintah Amerika Serikat kelompok
kepentingan diartikan sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk menekan
pejabat terpilih agar dapat memberlakukan peraturan yang mendukung tujuannya
(Interest Group, American Government, 2008). Dalam pelaksanaannya kelompok
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kepentingan memanfaatkan perwakilan dalam membantu tercapainya kepentingan
yang dimiliki, seperti dengan mengirimkan anggota kelompok tersebut ke
pemerintahan untuk menekan anggota kongres, dan terlibat dalam upaya lobbying
untuk mempengaruhi undang-undang maupun kebijakan. Lobbying yang dilakukan
tersebut di antaranya dengan cara yang pertama, menghubungi pejabat pemerintah
secara langsung maupun tidak langsung, kedua, menunjukkan hasil penelitian,
ketiga, mengadakan pembicaraan dengan pers dan keempat, membantu merancang
kebijakan (Interest Group, American Government, 2008). Tidak hanya itu,
kelompok kepentingan juga secara aktif terlibat dalam kampanye politik, seperti
dengan bergabung dalam Political Action Committee (PAC)'® baik itu dengan
memberikan donasi maupun kampanye secara langsung (Interest Group, American
Government, 2008).

Kemudian terdapat tiga elemen yang membentuk kelompok kepentingan,

yakni di antaranya:

1. Adanya kepentingan;

2. Adanya organisasi yang mewadahi, dan;

3. Adanya lembaga hukum (Joaquim Jose Guilherme de Aragao, Yaeko
Yamashita, Anisio Brasileiro, Artur Carlos de Morais, 2018: 61).

Kepentingan yang dimiliki oleh kelompok ini juga dibedakan menjadi beberapa
jenis, yakni yang pertama, kepentingan yang bersifat kolektif maupun selektif,
kedua, kepentingan dalam wujud aset, ketiga, kepentingan karena adanya
solidaritas, dan keempat, kepentingan yang timbul karena faktor ideologi (Joaquim
Jose Guilherme de Aragao, Yaeko Yamashita, Anisio Brasileiro, Artur Carlos de
Morais, 2018: 61). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa strategi yang

dilakukan oleh kelompok kepentingan dalam mencapai tujuannya, yakni:

1. Dengan melibatkan orang dalam untuk memperoleh akses ke para pembuat
keputusan dan mengikutsertakan pihak luar dengan cara mempengaruhi

opini publik;

13 Bergabungnya kelompok kepentingan dalam PAC bertujuan untuk mendukung kandidat anggota
parlemen yang memiliki kepentingan yang sama dengan kelompok kepentingan tersebut (Interest
Group, American Government, 2008).
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2. Melalui lobi secara langsung, yakni dengan mempengaruhi agenda legislatif
dan menyusun undang-undang, ataupun dengan melobi presiden;

3. Memanfaatkan pengadilan untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan
mengajukan gugatannya sendiri;

4. Terlibat dalam upaya lobbying tidak langsung yaitu dengan melakukan
kampanye publik, dan;

5. Terlibat dalam proses pemilihan anggota parlemen (Group and Interest,
W.W. Norton & Company, Inc., 2022).

Teori kelompok kepentingan dalam penelitian ini  digunakan untuk
mendeskripsikan ExxonMobil sebagai bagian dari interest group yang melakukan
upaya untuk mewujudkan kepentingannya melalui serangkaian agenda yang
terdapat dalam lobbying dan kampanye, teori ini juga memperlihatkan bagaimana
variabel independen dalam penelitian ini diadopsi.

2.2.2.1. Lobbying

Lobbying menurut World Health Organisation (WHO) merupakan strategi
mempengaruhi yang melibatkan komunikasi langsung dan personal dengan para
pembuat kebijakan (World Health Organization, 2008: 29), sedangkan menurut
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah
komunikasi lisan maupun tertulis yang dilakukan terhadap pejabat publik untuk
mempengaruhi undang-undang, kebijakan ataupun keputusan administratif (OECD
iLibrary, 2021). Dalam lobbying sendiri terdapat tiga jenis cara yang biasa
digunakan menurut Chris Micheli, yang pertama, lobi legislatif, yakni aktivitas
lobbying yang mencakup penelitian, analisis, pemantauan dan perlawanan atas
peraturan, kebijakan dan undang-undang yang mempengaruhi pihak lain, yang
kedua, lobi regulasi, yaitu aktivitas lobbying yang dilakukan terhadap quasi
legislatif (dewan yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan membuat suatu
kebijakan secara independen) dan yang ketiga, lobi anggaran, yakni jenis lobbying
yang dilakukan dengan memberikan donasi sebagai bentuk dukungan terhadap

pihak tertentu (CAP.impact, 2018). Konsep lobbying digunakan dalam penelitian ini
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untuk menelaah upaya ExxonMobil dalam mempromosikan wacana penolakan
ratifikasi Protokol Kyoto oleh pemerintah melalui kerjasamanya dengan para

pemangku kepentingan.

2.2.2.2. Kampanye

Sedangkan kampanye menurut jurnal WHO merupakan strategi berbicara
kepada publik tentang suatu isu dengan tujuan untuk dapat memperoleh respon
dalam bentuk dukungan, kampanye sendiri biasa dilakukan dengan berbagai

macam cara yakni:

Email atau surat;
Media seperti surat kabar, jurnal dan film;
Kegiatan publik dan iklan berskala besar seperti billboard;

Dukungan selebritas dan;

o B~ WD e

Jejaring sosial media (World Health Organization, 2008: 29).

Konsep kampanye digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis upaya yang
dilakukan ExxonMobil dalam mempromosikan wacana penolakan ratifikasi
Protokol Kyoto oleh Amerika Serikat kepada publik maupun pemerintah. Beberapa
teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat
membantu peneliti dalam menganalisis upaya yang dilakukan ExxonMobil dalam
mempromosikan wacana penolakannya atas komitmen yang terdapat dalam
Protokol Kyoto terhadap pemerintah Amerika Serikat. Adapun yang diteliti
mencakup upaya lobbying dan kampanye sedangkan aktor yang digunakan berupa

perusahaan multinasional sebagai aktor non-negara.

2.3.  Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berusaha membangun kerangka pemikiran melalui berbagai

teori dan konsep yang telah dipaparkan sebelumnya. Kerangka pemikiran ini
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bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai upaya ExxonMobil
dalam mempromosikan wacana penolakan ratifikasi Protokol Kyoto oleh Amerika
Serikat. Dalam kerangka pemikiran terdapat variabel yang digunakan untuk
membantu peneliti menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yakni variabel
independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari
lobbying serta kampanye yang merupakan turunan konsep dari teori direct influence
olen Joseph Nye dan teori kelompok kepentingan. Sedangkan variabel
dependennya yakni kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait
ketidakikutsertaannya dari komitmen Protokol Kyoto. Kerangka pemikiran
penelitian ini digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Model Pemikiran Penelitian

Kemunculan permasalahan
iklim global

A 4

Pembentukan Protokol
Kyoto 1997

Kebijakan luar negeri
Amerika Serikat terkait
pengunduran dirinya dari
komitmen Protokol Kyoto

Ketidakberpihakkan
ExxonMobil terhadap
Protokol Kyoto

Upaya MNC secara langsung dalam
menyuarakan kepentingannya
terhadap pemerintah menurut Joseph
Nye melalui lobbying dan kampanye

MNC sebagai bagian dari interest
group dalam mewujudkan
kepentingannya melalui upaya
lobbying dan kampanye

, 2

Upaya ExxonMobil dalam mempromosikan wacana penolakan
ratifikasi Protokol Kyoto oleh Amerika Serikat

Sumber: dibangun oleh peneliti




I11. METODE PENELITIAN

3.1.  Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan analisa
dan eksplorasi dengan cara menginterpretasikan makna yang terjadi pada subjek
yang diteliti, adapun fokus penelitian kualitatif yakni untuk membangun sebuah
asumsi berdasarkan kejadian yang telah terjadi dengan menggunakan berbagai
sudut pandang yang menekankan pada studi kasus. Studi kasus dalam hal ini
menghasilkan interpretasi yang bersifat padat dan runtun dalam bentuk narasi
mengenai peristiwa yang sedang berlangsung (W. Lawrence Neuman, 2014: 179).
Dalam penelitian ini mengungkapkan bagaimana suatu masalah mulai terjadi
hingga hubungan sosial yang terbentuk dari fenomena tersebut (W. Lawrence
Neuman, 2014: 176). Subjek yang digunakan dalam penelitian ini berupa fenomena
sosial yang ditelaah menggunakan alur logika induktif yakni menganalisa subjek
penelitian dari khusus ke umum, yang berarti data yang digunakan dalam penelitian
berupa fenomena bersifat khusus guna menghasilkan sebuah asumsi berlandaskan
teori yang bersifat umum. Penelitian ini di sisi lain menggunakan pendekatan

kualitatif untuk mengolah data dengan cara interpretasi melalui pemahaman makna
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dari data yang tersaji pada sebuah dokumen, kemudian ditunjukkan dalam bentuk
kalimat deskriptif maupun data visual (W. Lawrence Neuman, 2014: 179).
Penelitian ini membangun sebuah asumsi dari studi kasus yang digunakan, serta
menghasilkan kesimpulan yang bersifat subjektif. Adapun pendekatan kualitatif
yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun teori baru atas
suatu fenomena terkait upaya ExxonMobil dalam mempromosikan wacana

penolakan ratifikasi Protokol Kyoto oleh Amerika Serikat.

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada upaya ExxonMobil sebagai Multinational
Corporations (MNC) dalam menyuarakan kepentingannya terhadap Amerika
Serikat terkait penolakan ratifikasi Protokol Kyoto sejak awal kehadiran protokol
tersebut hingga pemerintahan Presiden George Walker Bush berlangsung. Adapun
penelitian ini dibatasi hingga tahun 2005, tepatnya pasca pengunduran diri Presiden
Bush dari komitmen Protokol Kyoto dan berakhirnya masa jabatan Lee Raymond
sebagai CEO pertama dari ExxonMobil yang mengawali kampanye perusahaan
mengenai kebijakan iklim global dan perubahan iklim. Upaya perusahaan dalam
penelitian ini sendiri ditelaah dengan menggunakan konsep lobbying serta
kampanye yang merupakan turunan konsep dari teori direct influence oleh Joseph
Nye dan teori kelompok kepentingan.

3.3.  Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder.
Data sekunder yang digunakan umumnya berupa data non-statistik yang di
dalamnya terdapat informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan dan bersifat
relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder

berupa data-data yang dirujuk dari berbagai laporan, jurnal, artikel, penelitian
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terdahulu, transkrip pertemuan terbuka, berbagai buku dan e-book serta beberapa
website resmi yang relevan untuk mengeksplorasi upaya ExxonMobil dalam
mempromosikan wacana penolakan ratifikasi Protokol Kyoto oleh Amerika
Serikat, seperti di bawah ini:

Tabel 3.1 Rangkuman Rujukan Situs Web
Yang Digunakan Dalam Penelitian

S f_g theguardian.com, money.cnn.com/, visualcapitalist.com,
5 g usatoday.com, newyorktimes.com,

2 s referenceforbusiness.com, offshore-energy.biz/,

b § conveniencestorenews.com/, fortune.com/, wired.com/,
= losangeltimes.com/, thehill.com/, independent.co.uk/

ocbcnisp.com, saranapatrahulucepu.co.id

Portal
Berita
Nasional

corporate.exxonmobil.com

Website
ExxonMobil

traviscountytx.gov, epa.gov/, epw.senate.gov/,
govinfo.gov/

Website Resmi
Pemerintah
Amerika Serikat

ec.europa.eu/

Website Resmi
Pemerintah Uni
Eropa

ditjenppi.menlhk.go.id

Pemerintah
Indonesia

greenpeace.org/usa/, worldresourcesinstitute.org/,
constitutionalrightsfoundation-usa.org, cato.org/,
ecowatch.com, internationalenergyagency.org/,
ibscenterformanagementresearchindia.org/,
statista.com/, ey.com/, climate-policy-watcher.org/,
ohiohistorycentral.org/,
populationreferencebureau.org/, wwf.org/,
imprimis.hillsdale.edu/, economicresearchcouncil.org,
capimpactca.com/,
earthoceanandatmosphericsciences.ubc.ca,
climatechangeconnection.org/, priceofoil.org/

Governmental Organization
(INGO)

Website Resmi International Non | Website Resmi
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Rangkuman Rujukan Situs Web
Yang Digunakan Dalam Penelitian

unfccc.int/, un.org/, oecd-ilibrary.org

Website Resmi International
Governmental Organization (IGO)

climatefiles.com

Website Resmi
Database Arsip

Sumber: dirangkum oleh peneliti

3.4.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang diperlukan dalam proses
penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
teknik studi literatur. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data berkaitan
dengan mencari, membaca dan mencatat sebuah informasi yang bersumber dari
sebuah dokumen, di mana dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa
dokumen publik. Dokumen publik merupakan catatan yang secara legal disetujui
oleh pihak berwenang untuk dapat diperoleh oleh masyarakat umum dan bersifat
tidak rahasia (John W. Creswell, 2009: 181). Data dokumen publik yang digunakan
pada penelitian ini berasal dari laporan, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, portal
berita internasional, website resmi, transkrip pertemuan terbuka, serta berbagai
buku dan ebook. Dengan data yang digunakan merupakan data sekunder yang mana
peneliti tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data tersebut (Alan Bryman,
2012: 187).
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3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan melakukan
eksplorasi, pemahaman dan deskripsi untuk menjawab pertanyaan pada rumusan
masalah. Adapun data-data yang diperoleh bersifat data non-numerik dengan hasil
penelitian berupa kalimat deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan pada
penelitian ini berdasarkan teknik penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman
(2014), berikut di antaranya:

a) Kondensasi data dilakukan setelah proses pengumpulan data yang
mencakup proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan,
mengabstraksi dan mentransformasi data pada hal-hal yang pokok dengan
tujuan untuk mempermudah peneliti melakukan tahapan penyajian data dan
analisa, kondensasi data juga berguna dalam memberikan gambaran yang
lebih spesifik terkait informasi yang diperoleh serta untuk memperkuat
penggunaan data yang diperlukan (Matthew B. Miles, A. Michael
Huberman dan Johnny Saldana, 2014: 31-32).

b) Penyajian data dilakukan setelah proses kondensasi data di mana dalam
tahapan ini data disajikan dalam berbagai bentuk seperti matriks, grafik,
chart. Namun dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks naratif
dan tabel guna mempermudah peneliti menarik kesimpulan dari data yang
didapatkan, adapun penyajian data memiliki arti yang sama dengan
menyusun informasi menjadi sebuah susunan data yang mudah diakses dan
dimengerti dengan begitu penarikan kesimpulan dapat dilakukan hanya
dengan melihat hasil dari penyajian data (Matthew B. Miles, A. Michael
Huberman dan Johnny Saldana, 2014: 31-32).

¢) Penarikan kesimpulan menjadi tahapan terakhir dalam proses analisa data
di mana dalam hal ini penarikan kesimpulan bertujuan untuk memperoleh
kesimpulan dari hasil penyajian data yang dilakukan sebelumnya
berdasarkan pola hubungan dan alur sebab-akibat yang terdapat pada saat
proses penyajian data (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan
Johnny Saldana, 2014: 31-32).



V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya
dapat dilihat bahwa upaya ExxonMobil dalam mempromosikan wacana penolakan
ratifikasi Protokol Kyoto oleh Amerika Serikat telah dilakukannya jauh sebelum
kedua perusahaan melangsungkan merger, hal itu ditandai oleh pengunduran diri
Clinton beserta 58% suara publik lainnya dari komitmen Protokol Kyoto sebelum
Bush menjabat sebagai presiden hingga dirinya dilantik dan mengumumkan
penolakan yang sama pada 28 Maret 2001. Adapun pengunduran diri pemerintah
dari protokol tersebut berdampingan dengan kontribusi ExxonMobil selama ini
terhadap aspek ekonomi dan sosial Amerika Serikat. Tidak hanya itu, selama
kehadirannya perusahaan juga turut aktif dalam melobi dan mengkampanyekan
wacana terkait ketidakpastian penyebab dari perubahan iklim dan prinsip Protokol
Kyoto kepada publik dan pemerintah dengan melibatkan berbagai stakeholder
seperti para ilmuwan yang tergabung dalam lembaga think tank, institusi penentang

kebijakan iklim global dan pemerintah Amerika Serikat. Oleh karenanya dapat
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dikatakan bahwa upaya perusahaan dalam menyuarakan penolakan atas prinsip
yang tertuang dalam Protokol Kyoto telah lama dilakukan dengan melibatkan

berbagai aktor non-negara.

Adapun penolakan ExxonMobil terhadap prinsip Protokol Kyoto sama
dengan pernyataan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2001, di mana
keduanya menilai bahwa kebijakan dalam Protokol Kyoto hanya memberikan
kewajiban dan konsekuensi sepihak terhadap negara maju. Hal tersebut disertai oleh
adanya pernyataan perusahaan bahwa implementasi Protokol Kyoto terlalu mahal,
di mana menurut penelitian yang telah dilakukan bahwa target pengurangan emisi
karbon akan menaikan harga minyak dan pajak bahan bakar fosil serta memicu
timbulnya permintaan energi di masa depan, kemudian perusahaan menilai bahwa
prinsip yang terdapat dalam Protokol Kyoto tidak adil, sebab tidak mewajibkan
negara berkembang seperti Cina, Mexico, Brazil dan India untuk turut mengurangi
penggunaan bahan bakar fosilnya seperti yang ditetapkan Protokol Kyoto terhadap
negara maju, sedangkan kehadirannya mewakili 70% total emisi karbon dunia, dan
menurut perusahaan, Protokol Kyoto tidak akan memberikan dampak signifikan,
sebab pengurangan emisi hanya akan bertahan selama sepuluh tahun dan belum ada
cukup bukti yang menjelaskan lebih lanjut mengenai penyebab dari permasalahan
perubahan iklim, di sisi lain ExxonMobil juga mengatakan bahwa pengurangan
emisi dapat dilakukan jika memang isu perubahan iklim terbukti mendesak. Maka
dari itu yang kemudian mendorong perusahaan untuk mempromosikan wacana

penolakan ratifikasi Protokol Kyoto oleh Amerika Serikat terhadap pemerintah.

Upaya yang dilakukan ExxonMobil dalam hal lobbying sendiri terdiri dari
pendanaan aktivitas lembaga think tank dan institusi, pembentukan koalisi bersama
institusi penentang kebijakan iklim global, pemberian dukungan terhadap
pemilihan Presiden Bush serta komunikasi langsung terhadap anggota parlemen.
Adapun hal tersebut mencakup upayanya dalam melobi kelompok think tank dan
institusi untuk melangsungkan penelitian dan kampanye terkait konsekuensi
ekonomi dari Protokol Kyoto dan ketidakpastian wacana perihal penyebab dari
perubahan iklim, sedangkan terhadap pemerintah berkaitan dengan usulan untuk
mengganti para pejabat dalam kabinet menjadi para oposisi dan membantu
merumuskan kebijakan iklim domestik. Institusi yang dilibatkan oleh ExxonMobil
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sendiri di antaranya yakni American Petroleum Institute (API), International
Chamber of Commerce (ICC), International Petroleum Industry Environmental
Conservation Association (IPIECA), US Business Round Table (BRT), Global
Climate Information Project (GCIP), Global Climate Science (GCS) dan United
States Council International Business (USCIB). Di sisi lain, penelitian ini juga
menemukan bahwa upaya perusahaan dalam melobi stakeholder paling banyak

dilakukan melalui pendanaan (lobi anggaran).

Di samping itu ExxonMobil juga melakukan kampanye sejak abad 19
hingga 20, di mana kampanye tersebut dilaksanakan dengan cara mempublikasikan
iklan di berbagai surat kabar Amerika Serikat khususnya The New York Times,
adapun kampanye tersebut membahas mengenai ketidakberpihakkan ExxonMobil
atas wacana penyebab dari perubahan iklim dan prinsip yang tertuang dalam
Protokol Kyoto. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan kampanye yang telah
dilakukan sendiri bertujuan untuk mencegah pemerintah agar tidak meratifikasi
Protokol Kyoto, menghambat pengurangan penggunaan emisi dan mengubah
persepsi publik terkait penyebab dari perubahan iklim. Hal itu disertai oleh
pengunduran diri pemerintah dari komitmen Protokol Kyoto. Adapun pernyataan
mengenai pengunduran diri Amerika Serikat dari komitmen tersebut dirilis sebelum
ExxonMobil mengakhiri lobi dan kampanye aktifnya serta sebelum digantikannya
Lee Raymond selaku CEO ExxonMobil pertama yang menyuarakan wacana perihal
isu perubahan iklim dan Protokol Kyoto oleh Rex Tillerson pada tahun 2005.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa upaya
ExxonMobil dalam melangsungkan lobi dan kampanye berjalan berdampingan dan
hal tersebut diperjelas oleh pengunduran diri Presiden Clinton dan anggota senat
dari komitmen Protokol Kyoto pada tahun 1997-1998, yakni sebelum Bush
menjabat sebagai presiden hingga dilantiknya Presiden Bush pada tahun 2001.
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5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai upaya ExxonMobil
dalam mempromosikan wacana penolakan ratifikasi Protokol Kyoto oleh Amerika
Serikat terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk para peneliti
selanjutnya yang ingin membahas mengenai upaya MNC dalam menyuarakan
kepentingannya terhadap pemerintah, di antaranya yang pertama, peneliti
selanjutnya dapat menggunakan variabel independen yang berbeda dari penelitian
ini dalam menganalisis upaya MNC. Kedua, peneliti selanjutnya dapat melanjuti
penelitian ini dengan membahas mengenai upaya yang dilakukan ExxonMobil
dalam mempromosikan wacana perihal kebijakan isu perubahan iklim Amerika
Serikat pada masa kepemimpinan Rex Tillerson, ketiga, peneliti selanjutnya dapat
menambahkan dan mengeksplorasi lebih dalam terkait skema pengunduran diri
Amerika Serikat dari komitmen Protokol Kyoto agar lebih runtut dan jelas.
Keempat, peneliti selanjutnya dapat menelaah faktor keterlibatan ExxonMobil
dengan menggunakan beberapa variabel independen yang relevan dan metode
penelitian kuantitatif, guna mengetahui faktor yang mendorong keterlibatan
ExxonMobil ataupun MNC dalam menyuarakan kepentingannya terhadap
pemerintah dan kelima, bagi para peneliti yang ingin mengkaji upaya MNC, penulis
sarankan dapat memilih variabel dependen lain seperti dengan menganalisis upaya
perusahaan multinasional di industri yang berbeda pada komitmen kebijakan isu

transnasional lainnya.
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